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ABNTRAK

Peactitian ini berjudul “Peoegakan Sanksi Disiplin Aparatur 8ipil Negara Di Kantar
Bupati Ogan Komering [lic”. Dalam Mewujudkan Pemcrintahan yang batk. maka
Sumber Daya Manusia yang menjadi. penyelenggam Pemerintahan harus menjujung
tinggi imegritsnys schagsi Penyclengpara Pemerintahan, Sehingga cita—cita? untuk
mewwjudkan pememintahan yang baik akan terwujud, tidak hanya sekedar anpan
belaka. Penvelenygara pemenininh tersebut ialah Aparatur Sipil Negara yanp secara
khusus diamur dalam Undang-tIndang Nomatr § Tahun 2014 Tentang Apatatur Sipil
Negara, Kemudian Pecaturan Pemecintah Nomor 53 Tahun 2010 yang meogatur
Penupukan Sanksi Disiplin bagi Aparatur Sipil Nepra yang melanggar disiplin,
Ruwnusan masuluhnyy adaleh bagaimanz Pencgakan Sanksi Disiplin Apartur Sipil
Negara di Kantor Bupati OKL Melode peneltian hukum yang digunakan adalah
normatif empiris dengsn pepatikan kesimpulon secare deduktif. Sumber hahan
hukum penelilian menitik beratken pada studi kepustakaan baik berupa baban hukum
primer, sekunder maupun tersier dan jugn stndi lapangan. Hasil dari penelitian adalah
Peneygakan sanksi disiplin Aparatar Sipil Negara dt Kantor Bupati Ogan Ko.menng
Thr sudah sosual dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku, Hal ini dapat
ditunjukan dengn dijatuhkannya sanksi bagi pegawai yanyg melskukan pelanggaran
disiplin seperti tidak masuk kerja dengun mernujuk pada 1'asal-Pasal yang terkandung
talsmn Peraturan Pemerintah Nomeor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil. . ;

Rota Kunct: Aparatur Sipil Negura, Sanksi Disiplin, Kantor Bupat Ogea

Komering Hir.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum modern adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk
pada bentuk negara hukum saat ini, negara hukum modern ini berkembang di eropa
barat sejak akhir abad ke-19 dan pada permulaan abad ke-20. Sebelumnya pada abad
pertengahan negara-negara di eropa barat belum mengenal apa yang sekarang
dimaksudkan dengan pembagian kekuasaan pada negara-negara modern saat ini.
Pada waktu itu kekuasaan negara disentralisir dalam tangan raja kemudian ditangan

birokrasi kerajaan atau sering disebut sebagai negara hukum klasik.

Perkembangan negara hukum klasik menjadi negara hukum modern disebabkan
oleh timbulnya aliran yang mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang
sentralistis yang kurang dapat menjamin kemerdekaan individu harus dirubah dengan
sistem pemerintahan yang dapat menjamin lebih banyak kebebasan-kebebasan
individu dan hak-hak asasi masnusia. Sistem pemerintahan tersebut sering dikenal
saat ini adalah sistem pemerintahan Demokrasi atau juga disebut Negara Hukum

Demokrasi yang menghapuskan sistem pemerintahan absolute monarchie. Disebut



negara hukum demokrasi karena didalamnya mengandung prinsip-prinsip hukum dan

prinsip-prinsip demokrasi.



Dalam sistem Demokrasi, penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada
partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang
dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat
dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah,

sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.*

Sistem negara hukum demokrasi ini menempatkan pemerintah sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya atau Welfare State. Ciri utama
negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan

kesejahteraan umum bagi warganya, disamping menjaga ketertiban dan keamanan.

Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu
merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara
kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-semata hanya dibidang
pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam
rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.?
Secara Konstitusional, terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur
dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam
rangka mewujudkan “Kesejahteraan Sosial”, memelihara fakir miskin dan anak
terlantar, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara, seperti
yang ditentukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).2

Selain itu masih ada beberapa ketentuan lain dalam UUD NRI 1945 yang
menunjukan bahwa negara hukum indonesia beorientasi kesejahteraan. Pertama,

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal

! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara-Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, him. 8.

2 Sjachran Basah, eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di indonesia, Bandung, Alumni,
1985, him. 2-3.

® Ridwan HR, op.cit., him.19.



28 A sampai 28 J UUD NRI 1945; Kedua, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana
tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945; Ketiga, tersedianya tempat
pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara,
yakni upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Komisi

Ombudsman.

Maka sesuai amanat dari UUD NRI 1945, Negara Indonesia berkewajiban
melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Yang dimaksud pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas
barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara

pelayanan publik.

Pelayanan publik ini dilaksanakan oleh penyelenggara publik antara lain setiap
institusi penyelengara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik. Adapun pelaksana dari pelayan
publik ini adalah Penjabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam
organisasi penyelengara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian

tindakan pelayanan publik atau salah satunya sehari-hari Kita kenal sebagai Aparatur



Sipil Negara (ASN) yang akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam latar

belakang penulisan karya tulis ilmiah ini.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud Aparatur sipil negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh penjabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur sipil
negara berperan sebagai perencana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik profesional bebas dari intervensi politik serta bersih dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). sesuai dengan perannya Aparatu Sipil Negara harus
memberikan hasil kerja (kinerja) yang baik dalam perannya sebagai perencana dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional.”

Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan
dan pelayanan publik tersebar di berbagai instansi pemerintahan tingkat pusat
maupun instansi pemerintahan tingkat daerah hal ini dikarenakan Negara Indonesia
menerapkan strategi otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945, sehingga
Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

* Taupik Rahman,”Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik”, eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, eJournal.ip.fisip-unmul.ac.id., him. 662.



Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan dengan tujuan untuk
mempercepat terwujudnya Kkesejahteraan masyarakat secara merata melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah berdasarkaan Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan Pemerintah Daerah merupakan unsur dari penyelenggara
pemerintahan daerah itu sendiri. pemerintah daerah mempunyai kepala daerah atau
kepala pemerintahan daerah, pada tingkat provinsi disebut gubernur dan pada tingkat
kabupaten/kota disebut sebagai bupati/walikota dan setiap kepala daerah mempunyai
kantor dan dibantu oleh ASN untuk melaksanakan kewenangannya di daerahnya

masing-masing

Pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan

kebutuhan masyarakat menjadi satu tugas bagi setiap pemerintahan daerah terutama



bagi penyelenggara pelayanan publik itu sendiri yakni Aparatur Sipil Negara.
Terlebih lagi pelayanan publik menjadi primadona bagi daerah-daerah guna
menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah

(PAD)-nya.

Permasalahan mengenai pelayanan publik yang diselengarakan oleh Aparatur
Sipil Negara pada organisasi pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang
menarik untuk dibahas. Menurut Agus Dwiyanto, bahwa pelayanan publik selama ini
telah menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi
langsung dengan pihak non pemerintah. Dalam ranah ini telah terjadi pergumulan
yang sangat intensif antara pemerintah dan warga, dan baik atau buruknya dalam

pelayanan publik sangat dirasakan oleh masyarakat.

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan
dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan dan bekerja dilingkungan birokrasi untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan
tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari
tahun ketahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki,
kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.®

Sebuah ilustrasi tentang birokrasi menyatakan bahwa mereka Pegawai Negeri
Sipil kerja santai, pulang cepat dan mempersulit urusan serta identik dengan sebuah
adagium “mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit.”gambaran umum
tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak publik di Indonesia sehingga
banyak kalangan yang berasumsi bahwa perbedaan antara dunia preman dengan

® Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta, Penerbit Gaya Media, 2004, him. 329.



birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas saja.’ Begitu parahkah pandangan
masyarakat mengenai Pegawai Negeri Sipil?

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluhkan kinerja Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Indonesia yang kurang menggembirakan. Dengan anggaran ratusan

triliun rupiah dan meningkat tiap tahunnya, kualitas PNS tidak semakin baik.’

Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah adanya pelanggaran
disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS. Pembangunan yang sedang giat dilakukan
di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup
kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara
adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut. Adanya tingkat
kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan akan berlangsung secara
efektif dan efisien. Disiplin yang baik dapat menjadi langkah awal menuju

pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi
dasar hukum dan penunjang dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan tingkat
hukuman disiplin sebagai berikut:

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

6 Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Yogyakarta, Penerbit Graha lImu,
2006, him. 7.

" Liputan6, PNS naik Gaji Terus tapi kinerja tak membaik, Diakses pada pukul 09.00, 6 september 2017.



a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang; dan
c. Hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. Pembebasan dari jabatan;

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Lina mengatakan, “PP tentang Disiplin PNS hanya berbicara tentang jenis sanksi
yaitu ringan, sedang, dan berat. Sementara pelanggarannya didefinisikan oleh
masing-masing Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK). Menurutnya, ada
pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi berat, tapi hanya mendapat teguran.
"Misalnya tidak masuk berhari-hari tanpa kejelasan itu hanya mendapat sanksi
teguran. Ada juga yang terkena narkoba lalu rehabilitasi, dan setelah itu kembali lagi



bekerja,” ujar pakar administrasi publik dari Universitas Indonesia (Ul) Lina
Miftahul Jannah saat dihubungi, Minggu (11/2/2018).°2

Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita anggap bahwa penegakan sanksi
disiplin aparatur sipil negara yang diusulkan oleh Penjabat Pembina Kepegawaian
(PPK) di setiap organisasi pemerintahan daerah belum diyakini sesuai dengan PP No
53 Tahun 2010 dalam penegakan hukuman disiplin tersebut kepada pegawai negeri
sipil diserahkan kepada Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing
pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS

terhadap tingkatan hukuman disiplin.

Kabupaten Ogan Komering llir atau sering disingkat OKI yang beribukotakan
Kayu Agung, adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki luas
19.023,47 Km? dan berpenduduk sekitar 787.513 jiwa. Wilayah Kabupaten Ogan
Komering ilir terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu tepatnya
antara 104°20° dan 106°00° Bujur Timur dan 2°30° sampai 4°15° Lintang Selatan,
luasnya mencapai 19.023,47 Km?2, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas
wilayah 21.689,54 Km? dan kepadatan 1.568 jiwa/Km?2 memiliki 18 kecamatan dan
321 desa/kelurahan terdiri dari : 308 desa dan 13 kelurahan.®

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat ini dipimpin oleh Bapak H.
Iskandar, S.E. Sangat tegas terhadap kedisiplinan pegawai-pegawai nya yang
bertugas, hal ini dapat kita lihat pada saat sekda kabupaten OKI melakukan sidak
layanan publik pasca libur hari raya idul fitri selama 11 hari. Sebagai mana yang
dimuat dalam SriwijayaMedia pada tanggal 21 juni 2018, Guna memastikan
kehadiran ASN, Pemkab OKI melakukan inspeksi mendadak (sidak) dipimpin
Sekretaris Daerah (Sekda) OKI H Husin, S.Pd., didampingi inpektorat, BKD, dan Pol
PP, Kamis, (21/6).Usai apel pagi, Sekda OKI, H Husin, S. Pd, langsung melakukan
sidak di sejumlah instansi layanan publik antara lain di Badan Perizinan dan
Penanaman modal, RSUD Kayuagung, Disdukcapil dan Dinas Kesehatan OKI.

8 https://nasional .sindonews.com,penegakan-disiplin-pns-dinilai-belum-maksimal-ini-penyebabnya, diakses
pukul 21.00 minggu 23 september 2018.

®https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Ogan_Komering_llir, diakses pada pukul 11.00 Selasa 08 Januari
20109.



https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ilir,

Disetiap instansi tersebut absensi kehadiran langsung diambil dan dikirim ke
kemenpan RB.*

Selain itu pada tanggal 3 juni 2018 Asisten | Setda Pemkab Ogan Komering Ilir
(OKI) Antonius Leonardo menegaskan, pihaknya akan memotong uang tambahan
penghasilan pegawai (TPP), bagi Aparatur Sipil Negara yang ‘nakal’ atau tidak
disiplin. “Peraturan ini sebagai bentuk reward dan hukuman bagi ASN yang tidak
disiplin dan sekaligus sekaligus meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Setda
Pemkab OKI,” katanya dihadapan ASN, Selasa (6/3) pagi.**

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten OKI Yusuf Hendra
menambahkan, tambahan penghasilan pegawai yang didapat ASN di lingkungan
Setda bervariasi dari Rp750 hingga Rp3 juta perbulan. “Potongan tunjangan kinerja
juga disesuaikan dengan besaran TPP. Misalnya, staff pelaksana tidak mengikuti apel
akan dipotong Rp5 ribu dan kepala bagian Rp20 ribu per hari. Kalau tidak masuk
tanpa keterangan, dipotong Rp30 ribu ditingkat pelaksana dan Rp140 ribu bagi
kepala bagian,” jelasnya. Dijelaskan Hendra, kehadiran apel pagi dan kehadiran kerja
di lingkungan Sekretariat Daerah saat ini sudah melalui perekaman absensi
elektronik sidik jari, sehingga data kehadiran sangat valid.

Sehingga sejak 2015 ASN di pemerintah kabupaten OKI sangat jarang sekali
terdengar melakukan pelanggaran disiplin, berbeda dengan kabupaten lain Ogan
Komering Ulu misalnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Ogan Komering Ulu (OKU), Zandi Soleh melalui Kabid
Pengadaan Pemberhentian Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian, Yunia
Syafarina di Baturaja, Rabu mengatakan bahwa sejak tiga tahun terakhir (2015-2017)
pihaknya mencatat sebanyak 46 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan
setempat diberikan sangsi hingga pemecatan dari status pegawai, Menurut dia,
banyaknya ASN vyang terlibat masalah kepegawaian tersebut dinilai karena
kurangnya pengawasan dan pembinaan.*?

Bagitupun Pemkab Muba Banyuasin, Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muba, Sunaryo SSTP, Senin

Whttp://sriwijayamedia.com/2018/06/21/sekda-oki-sidak-layanan-publik, Diakses pada pukul 13.00 Selasa
08 januari 2019.

1 https://korankito.com, tpp-asn-setda-kabupaten-oki-terancam-dipotong-ini-penyebabnya.html Diakses
pada pukul 14.30 Selasa 08 Januari 2018.

https://www.swarnanews.co.id/2018/01/25/pemkab-oku-berikan-sangsi-46-pegawai Diakses pada pukul
10.00 senin 14 Januari 2019.



http://sriwijayamedia.com/2018/06/21/sekda-oki-sidak-layanan-publik,
https://www.swarnanews.co.id/2018/01/25/pemkab-oku-berikan-sangsi-46-pegawai

tanggal 10 september 2018 mngungkapkan telah mencatat 33 Aparatur Sipil Negara

di Pemkab Muba yang melakukan tindakan indisipliner.*®

Oleh karena itu dengan proses penyelenggaraan kedisiplinan pegawai seperti di
Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut diharapkan dapat mewujudkan
Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas dalam menyelengarakan pelayanan

publik bagi masyarakat

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Penegakan Sanksi Aparatur Sipil

Negara di Kantor Bupati Ogan Komering llir.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang
dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
1. Bagaimana penegakan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di

Kantor Bupati Ogan Komering Ilir?

2. Apakah faktor-faktor penghambat dan solusi dalam penegakan sanksi

dsiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Kantor Bupati OKI tersebut?

Bhttp://palembang.tribunnews.com-asn-bakal-diganjar-sanksi-pasca-sidak-bupati-mubaDiakses pada pukul
10.30 senin 14 januari 2019.



http://palembang.tribunnews.com/2018/09/11/33-asn-bakal-diganjar-sanksi-pasca-sidak-bupati-muba

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil

Negara di Kantor Bupati OKI.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan
solusidalam penegakan sanksi disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di

Kantor Bupati OKI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis;

1. Secara Teoritis

Tulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah untuk
melakukan evaluasi terhadap pengaturan penegakan sanksi Aparatur

Sipil Negara.
2. Secara Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai
Penegakan sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Bupati

Ogan Komering Ilir.



E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan
kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak,
kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab
kepada orang/badan lain. Menurut H.D.Stout wewenang adalah pengertian yang
berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagali
seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam
hubungan hukum publik .Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang
yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum
yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Jadi kewenangan
merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.
Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Negara pengertian Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya

disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan



atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau
institusi. Berdasarkan defenisi kewenangan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat
atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan
kekuasaan (macht) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau
tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban
(rechten en plichten). dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola
sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaaan
untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Vertikal berarti
kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan

pemerintahan negara secara keseluruhan.**

Dalam tulisan ini kewenangan akan membahas atau menjelaskan pejabat
yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil
yang melanggar aturan disiplin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

14 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah
pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 mei 2000, him. 1-2.



2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin bahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan
cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini
menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan

pengawasan. '

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang
harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap
pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan
khusunya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan
kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi
penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau
kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung

pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.

15 vohannes Yahya, Pengantar Manajemen, Yogyakarta, Graha Iimu, 2006, him. 133.



Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan,
cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit

dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.*®

Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu
usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan
perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan
kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan
dan mengukur penyimpanganpenyimpangan serta mengambil tindakan koreksi
yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan
dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan

perusahaan.’’

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut.
“Control is the process by which an executive gets the performance of his
subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans,orders objective,
or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui
apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai

dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan)

16 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, Rajawali, 2013, him.
172

17Zamani, Manajemen, Jakarta, Badan Penerbit IPWI,1998, him. 132-133.



Maka dapat kita simpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses
tindakan untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti

yang telah direncanakan.
3. Teori Sanksi Disiplin

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota
organisasi memenuhi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para anggota
organisasi. Dengan demikian pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk
pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentukk pengetahuan, sikap, dan
perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha
bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan

prestasi kerjanya.*®

Dalam suatu organisasi sesederhana apapun berikutnya, terdapat dua jenis
disiplin, yaitu disiplin yang bersifat preventif maupun yang bersifat korekatif.
Demikian pula bentuk pendisiplinan pun dalam organisasi mencakup
pendisiplinan prevetnif dan pendisiplinan korektif. Pendisiplinan preventif
merupakan bentuk pendisiplinan yang bersifat tindakan yang mendorong para
bawahan untuk taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar
yang telah ditetapkan. Sedangkan pendisiplinan korektif lebih ditujukan kepada
pemberian sanksi kepada bawahan atas sejumlah pelanggaran yang telah
dilakukannya.®

Hasibuanberpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan

seseorang menaatik semua peraturan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

18 Sjagian Sondang P., Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya., Jakarta, Bumi
Aksara, 2003, him. 305.

https://masyarakatbelajar.wordpress.com/2010/01/31/pengertian-disiplin-dan-sanksi/ Diakses pada
pukul 16.30 selasa 8 januari 2018



https://masyarakatbelajar.wordpress.com/2010/01/31/pengertian-disiplin-dan-sanksi/

Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati semua peraturan dan
sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan
mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan.
Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai
dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Sehingga seseorang akan
bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya secara
sukarela maupun terpaksa. Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang
dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik,
mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam
menegakkan kedisiplinan, peraturan sangat diperlukan untuk memberikan
bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang
baik dalam organisasi. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moralkj,
efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan
mendukung tercapainya tujuan organisasi. Jelasnya organisasi akan sulit
mencapai tujuannya, jika pegawai tidak mematuhi peraturan-peraturan

tersebut.?°

Agar upaya pendisiplinan di kalangan pegawai dapat tercapai, maka sanksi

pendisiplinan harus diterapkan secara bertahap. Pendisiplinan secara bertahap

2 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia-Edisi Revisi, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
2000, him. 194.



yaitu dengan mengambil langkah yang bersifat sanksi pendisiplinan, mulai dari

yang tingkat ringan hingga yang terberat misalnya:
a) Peringatan lisan;
b) Pernyataan tertulis perihal ketidakpuasan oleh atasan langsung;
c¢) Penundaan gaji berkala;
d) Penundaan kenaikan pangkat;
e) Pembebasan dari jabatan;
f) Pemberhentian sementara;
g) Pemberhentian atas permintaan sendiri;
h) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan

i) Pemberhentian tidak dengan hormat.

4. Teori Penegakan Hukum Adiministrasi

?ISjagian Sondang P., op.cit., him. 307.



Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan
penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum

adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.*

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan bukan hanya
menjadi tugas dari para penegak hukum vyang sudah dikenal secara

konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas setiap orang.?®

Adapun juga sarana penegakan hukum itu menurut P. Nicolai dan kawan-
kawan, ‘“sarana pengakan Hukum Administrasi Negara berisi (1) pengawasan
bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan
Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap

keputusan yang meletakan kewajiban individu, dan (2) penerapan kewenangan

sanksi pemerintahem”.24

Senada dengan ten Berge, seperti dikutip Philipus M. hadjon yang
menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi
pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif
untuk memeksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah

represif untuk memaksakan kepatuhan.?

2 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru,
t.t., him.15.

% Ridwan HR, op.cit., him. 292.
2 p_ Nicolai, et.all.,Bestuusrecht, Amsterdam, t.p., 1994, him.469.

% philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan hidup,
Tulisan dalam buku, Butir-butir Gagasan tentang peyelengaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak, B.
Arief Sidarta, et.all., Bandung, Citra Aditya Bakri, 1996, him.337.



Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu disamping
pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap
peraturan Perundang-Undangan,, bahkan J.B.J.M. ten Berge yang dikutip oleh
Ridwan HR menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum

Administrasi.?®

Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi,

yaitu:

a. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)

b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi,

pembayaran, dan sebagainya).

c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (Dwangsom)

d. Pengenaan denda administratif (Administrative boete)

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari
pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan
pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan
memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar
perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sifat sanksi adalah “reparatoir” artinya
memulihkan dalam keadaan semula. Disamping itu perbedaan lain antara sanksi
administrasi dan sanksi pidana adalah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi
administrasi diterapkan oleh penjabat tata usaha negara tanpa harus melalui

% Ridwan HR, op.cit., him.298.



proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim
pidana melalui peradilan.?’

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari suatu penelitian yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi
area penelitian.?® Adanya pembatasan ini digunakan agar pada saat pembahasan
nantinya tidak meluas dari makna pokok rumusan masalah dan juga diharapkan
dapat memberikan pola pikir yang utuh.

Agar dalam penelitian dan penulisan menjadi lebih fokus, maka akan
dibatasi pembahasannya dengan menggunakan ruang lingkup penelitian sebagai
berikut: Pembahasan hanya mengenai penegakan sanksi disiplin aparatur sipil
negara dan penghambat penegakan sanksi disiplin di Kabupaten OKI beserta

solusinya.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan
pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang
ditentukan dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian hukum ini adalah Penelitian Yuridis Empiris.Metode penelitian

2 philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Surabaya, Gajah Mada
University Press, 1994, him.247.

2E'Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2011, him
111.



hukum Yuridis Empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat
disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.*
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Analisis (analytical
approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan mengkaji
Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penegakan sanksi disiplin
Aparatur Sipil Negara.®*® Adapun pendekatan analisis adalah pendekatan yang
didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi

kebahasaan dan sosiolinguistics.
3. Sumber Data
Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Sekunder yaitu Data Hukum yang diperoleh langsung melalui
penelitian lapangan dalam hal ini pihak terkait langsung sesuai

permasalahan yang diteliti, melalui observasi langsung.

29Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, him. 15.

Opeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2015, him.137.



b. Data Primer vyaitu Data Hukum vyang diperoleh dari mengambil,
mempelajari, mencari bahan-bahan hukum maupun kepustakaan, dokumen-

dokumen terkait dalam penelitian ini.

c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap
data sekunder dan primer, seperti majalah hukum, jurnal hukum, internet,
kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum

lainnya yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan Perundang-
Undangan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Beserta buku-buku atau
tulisan dan dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti.®*

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Ogan Komering llir (OKI).

31 Sugiyono, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2012, him. 107.



6. Analisis Data

Data Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis. Analisis data yang
digunakan adalah pendekatan kuantitatif terhadap data primer, deskriptif tersebut
meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh
penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. %
7. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik
kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum
positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi
dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan
secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang

bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.*

%2 bid., him.10.

33 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Maju, 2007, him. 35.
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